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ABSTRAK

Hal yang harus disikapi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesi ini adalah bukan hanya kejaksaan semata yang memiliki peran dan fungsi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun ada KPK juga yang memiliki peran dan fungsi tersebut. Pada dasarnya hal tersebut apabila terlaksana secara ideal akan menjadikan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi semakin baik. Namun demikian apabila hal ideal tersebut tidak terjadi maka harmonisasi antara kejaksaan dan KPK bukan hal yang tidak mungkin terjadi mengingat peran dan fungsi yang sama diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut. Ketika hal tersebut terjadi bukannya penegakan hukum yang dilakukan, tetapi keadaan  saling menjatuhkan demi meningkatkan ego institusilah yang akan terjadi. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimanaperan kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta agaimana kedudukan hukum jaksa dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah peran kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya KPK merupakan lembaga ad hoc yang dengan kewenangan luas yang dimilikinya dapat efektif melaksanakan pemberantasan  korupsi di Indonesia.  Sebagai lembaga independen  khusus untuk pemberantasan korupsi, Kejaksaan dan KPK  secara otomatis menjadi bagian dalam Criminal Justice System di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum idealnya melakukan tindakan secara terintegrasi melalui integrated criminal justice system  satu sama lainnya bahkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, pengadilan dan  lembaga pemasyarakaratan. Integrasi dengan aparat penegak hukum lainnya dilakukan dalam upaya check and balances di antara penegak hukum  harus memiliki balanced and equal of power, suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi.  Kedudukan hukum jaksa dalam  melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu sama lain pada dasarnya saling menguatkan satu sama lainnya karena pada dasarnya kedua lembaga tersebut, yaitu kejaksaan dan KPK merupakan satu lembaga yang bergerak dalam satu bidang yang sama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi
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ABSTRACT


The thing that must be addressed in handling corruption cases in Indonesia is not only the prosecutor's office that has the role and function of implementing law enforcement for criminal acts of corruption. But there is also the KPK which has that role and function. Basically, if it is carried out ideally, it will make law enforcement for criminal acts of corruption better. However, if the ideal does not occur, then harmonization between the prosecutor's office and the KPK is not impossible due to the same role and function between the two law enforcement agencies. When this happens, it is not law enforcement, but the state of falling to each other in order to increase the institutional ego. Identification of the problems carried out is how the prosecutor's role and the KPK in carrying out investigations on the concealment of assets of corruption in the Indonesian criminal justice system as well as how the legal position of prosecutors in conducting investigations of criminal acts of corruption is related to the existence of the Corruption Eradication Commission.

The research method that the researchers did was the research specification carried out was analytical descriptive. The method of normative juridical approach, namely legal research that emphasizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Techniques are library studies, namely by searching and gathering and reviewing the laws and regulations, the draft law of research results, scientific journals. Data collection tools are the study of literature, library research. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms that start from existing regulations as positive law. Qualitative means the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of description. Research Location of the Postgraduate University of Bandung's Postgraduate Library


The conclusion obtained in this study is the role of the prosecutors and the Corruption Eradication Commission in carrying out investigations on the concealment of assets of corruption in the Indonesian criminal justice system. Basically, the KPK is an ad hoc institution with broad authority to effectively carry out corruption eradication in Indonesia. As an independent institution specifically for fighting corruption, the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission automatically become part of the Criminal Justice System in Indonesia. In the process of law enforcement, the prosecutor's office and the Corruption Eradication Commission as law enforcement officers ideally take action in an integrated manner through an integrated criminal justice system with each other even with other law enforcement agencies namely the police, courts and correctional institutions. Integration with other law enforcement officers carried out in an effort to check and balance among law enforcers must have a balanced and equal of power, a balanced and equal authority among law enforcers. This is to avoid discrimination of institutional authority which would weaken law enforcement against corruption. The legal position of the prosecutor in carrying out investigations of criminal acts of corruption connected with the existence of the Corruption Eradication Commission is that each other basically strengthens each other because basically the two institutions, namely the prosecutor's office and the Corruption Eradication Commission are an institution engaged in the same field, namely eradication corruption
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BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana seperti korupsi
, pencucian uang
, penggelapan
, penipuan
, pencurian
, barang bukti dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil kehendak suatu tindak pidana tersebut misalnya yakni kendaraan bermotor, sejumlah uang, dan benda bergerak lainnya dalam tindak pidana pencurian, penggelapan dan sejenisnya serta rumah, sebidang tanah, sejumlah uang, emas, apartemen dan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi lainnya dalam tindak pidana korupsi.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan
. 

Barang bukti merupakan hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan
. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bahwa barang bukti berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Inti masalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang pada dasarnya menjadi fokus kedua institusi ini menjadi tergradasi atas ego institsi ini. Padahal penyidikan tindak pidana korupsi bukanlah masalah yang sederhana, namun merupakan masalah kompleks mengingat harta hasil tindak pidana korupsi kemungkinan disembunyikan oleh pelaku. Hal tersebut tentunya memerlukan fokus tinggi dalam pengungkapan asset yang disembunyikan tersebut oleh lembaga penegak hukum, yaitu kejaksaan dan KPK.

Dengan demikian, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berkewajiban berdasarkan fungsi dan kewenangannya untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sehingga keteraturan masyarakat dapat diciptakan. Namun demikian bukan berarti meniadakan peran dari KPK ataupun kepolisian dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan bahwa masing-masing institusi memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “HARMONISASI KEJAKSAAN DAN KPK DALAM PENYIDIKAN TENTANG PENYEMBUNYIAN ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana peran kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum jaksa dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi?
BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penelitian tesis ini, metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaanya,
 sesuai dengan obyek permasalahan yang berupa fakta-fakta mengenai penerapan sanksi hukum izin pertambangan untuk meminimalisir kegiatan tambang di wilayah umum. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan obyek permasalahan digunakan untuk menganalisis obyek permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.
 Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hukum, mempelajari dan mengkajinya yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum izin pertambangan.
3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif  dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Tahapan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kepustakaan dan lapangan
BAB III
PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dan KPK Dalam Melaksanakan Penyidikan Terhadap Penyembunyian Asset Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penyembunyian asset merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan diakhiri oleh tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui, Kejahatan pencucian uang semakin mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya bersifat nasional atau regional, akan tetapi telah menjadi perhatian masyarakat dunia karena dianggap merupakan suatu bahaya laten dalam bentuk tindak pidana ekonomi.

Masalah money laundring, telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah money laundring, muncul pertama kali dengan istilah perusahaan laundry (usaha binatu). Perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil atau dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (ilegal), yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

Istilah ini mulai populer  pada tahun 1984 ketika interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan “Pizza Connection”, yang menyangkut transfer dana sebesar US$600.000.000,00 ke sejumlah bank di Swiss dan Italy, dimana cara-cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Awalnya pencucian uang hanya merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menghindari kewajiban pajak. Baru pada tahun 1986, Ameriksa Serikat menjadikannya sebagai suatu tindak pidana, yang kemudian kemudian diikuti berbagai negara lainnya. 

Di Indonesia, pencucian uang atau money laundring mulai dijadikan sebagai tindak pidana berawal dengan diundangkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002, LNRI Tahun 2002 No.30. 

Latar belakang diundangkannya adalah karena maraknya berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi wilayah negara lain yang semakin meningkat.

Kejahatan-kejahatan yang terkait adalah kejahatan korupsi, suap (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, narcotics trafficking, human trafficking, perdagangan senjata ilegal, penculikan, terorisme dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya (white collar crime). Uang hasil kejahatan-kejahatan tersebut, tidak dipergunakan secara langsung, akan tetapi terlebih dahulu masuk ke dalam sistem keuangan, khususnya ke dalam sistem perbankan.

Untuk pertama kalinya, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pencucian uang sebagai tindak pidana dirumuskan melalui UUTPPU No.15 Th.2002. Definisi pencucian uang sendiri tidak disebutkan secara tegas dalam batang tubuh undang-undang tersebut, namun dalam penjelasannya, dimuat suatu kalimat yaitu “Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Definisi pencucian uang baru muncul dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UUTPPU No.25 Th.2003”), yaitu pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, ex. Pasal 1 butir 1 UUTPPU No.25 Th.2003.

Dalam perkembangannya UUTPPU Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan kurang dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan akan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, sehingga Pemerintah bersama DPR membuat UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU disebutkan “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU PPTPPU. Sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) UU PPTU, tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
B. Kedudukan Hukum Jaksa Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya
.
Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana fonnil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justke, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi, apabila polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenamya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakantindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana fonnil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law in ilebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghonnatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hakh aknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Penyembunyian asset merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana uang atau hasil tindak pidana tersebut berasal dari hasil kejahatan yang asal mula uang tersebut disembunyikan atau disamarkan. Hal tersebu biasa dikenal dengan istilah pencucian uang Banyak sekali tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korupsi menjadi tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang paling utama atau sering terjadi. 



Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat mengambil alih atau melakukan supervisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan selama keadaan yang berdasarkan pertimbangan dari kepolisian atau kejaksaan, penanganan dari Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
BAB IV

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab iv maka dapat disimpulkan:

1. Peran kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyembunyian asset tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya KPK merupakan lembaga ad hoc yang dengan kewenangan luas yang dimilikinya dapat efektif melaksanakan pemberantasan  korupsi di Indonesia.  Sebagai lembaga independen  khusus untuk pemberantasan korupsi, Kejaksaan dan KPK  secara otomatis menjadi bagian dalam Criminal Justice System di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum idealnya melakukan tindakan secara terintegrasi melalui integrated criminal justice system  satu sama lainnya bahkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, pengadilan dan  lembaga pemasyarakaratan. Integrasi dengan aparat penegak hukum lainnya dilakukan dalam upaya check and balances di antara penegak hukum  harus memiliki balanced and equal of power, suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. 

2. Kedudukan hukum jaksa dalam  melaksanakan penyidikan tindak pidana pidana korupsi dihubungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu sama lain pada dasarnya saling menguatkan satu sama lainnya karena pada dasarnya kedua lembaga tersebut, yaitu kejaksaan dan KPK merupakan satu lembaga yang bergerak dalam satu bidang yang sama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi  
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